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BAB V  

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan maka mengemukakan  

kesimpulan penelitian sebagai berikut :  

1. Penerapan Prinsip-Prinsip good Governance dari segi partisipasi 

masyarakat, transparansi, daya tanggap dan akuntabilitas dalam pelayanan 

pembuatan E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten 

Gorontalo Sudah mulai terealisasikan dengan baik. hanya saja tingkat 

partisipasi masyarakatnya masih sangat rendah. Mengenai transparansinya 

pihak Dinas sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi 

yang terbuka dan mudah di akses kepada masyarakat baik dengan cara 

menempelkan baliho terkait pelayanan di depan kantor, penyampaian 

langsung lewat sosialisasi hingga lewat media social (website) milik Dinas. 

Kemudian perihal daya tanggap dan akuntabilitas pegawai sudah cukup 

baik. pegawai yang menjalankan tugas memiliki keahlian, selalu siap sedia 

dalam memberikan pelayanan. Namun, pegawai sering meninggalkan loket 

pelayanan menyebabkan proses pelayanan tertunda sehingga memberikan 

dampak terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance dari segi daya 

tanggap dan akuntabilitas. 

2. Mengenai faktor-faktor yang menentukan penerapan prinsip-prinsip Good 

governance dalam pelayanan pembuatan  E-KTP di Dinas Kependudukan 
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dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dilihat dari faktor pelaksananya 

kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik. 

Selain itu sikap yang diberikan oleh pelaksana selaku pemberi layanan 

selalu bersikap baik, ramah, dan sopan selama proses pelayanan.. Terkait 

faktor peraalatannya pihak Dinas memberikan ruang tunggu yang nyaman 

dan cukup layak kepada masyarakat dengan menyediakan tempat duduk di 

dalam dan diluar Dinas untuk masyarakat yang mengantri sehingga 

masyarakat bisa pmengantri dengan nyaman. Walaupun 80% peralatannya 

berasal dari pengadaan 2011, namun pihak Dinas tetap berusaha 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. 

 

1.2  Saran 

Berdasarkan simpulan peneliti diatas maka peneliti merekomendasikan 

saran-saran sebagai berikut : 

a.  Mengenai sosialisasi ke desa-desa terkait pentingnya pembuatan E-KTP 

sebaiknya lebih sering dilakukan agar mayarakat menyadari pentingnya E-

KTP sebagai identitas diri dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Sebaiknya pegawai yang bertanggung jawab duduk di loket pelayanan 

mengurangi kegiatan yang membuatnya sering meninggalkan loket 

pelayanan sehingga proses pelayanannya tertunda. 

c. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk memudahkan 

pegawai dalam memberikan pelayanan agar tercapainya tata kelola 

pemerintahan yang baik. 
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d. Hendaknya pihak Dispenduk Capil kabupaten Gorontalo lebih 

mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Good governance terutama dari 

segi partisipasi masyarakat, transparansi hingga daya tanggap dan 

akuntabilitas agar terealisasikan secara sempurna untuk mencapai 

pemerintahan yang baik. 
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